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BUPATT SAROTANffiUN
PROVINSI JAE{BT

PERA?URAN BUPATI SAROLAN{iUN
Notur*R 

"7 
TAHUN tols

TENTAT{G

PETUI{JUK TEKNI$ FETAK$ANAS.N PROfiRAM
SATU MILYAR SATU KECAMATAN

NENGAN RAHMATTUHAN YANG hflAHA ESA

HUFATT SAROTAN$UN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di
Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi telah
mengalokasikan €rnggaran untuk program Satu Milyar Satu
Kecamatan (SAMISAKE) untuk setiap Kabupaten/Kota yang ada
di Provinsi Jambi;

b" bahwa agar pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan
(SAMISAKE) di Kabupaten Sarolangun dapat berjalan sesuai
dengan tujuan yang diharapkan, perlu menetapkan petunjuk
teknis pelaksanaan Program SAMISAKE Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Satu Milyar Satu
Kecamatan;

:: ..

Noretor 54 Tahun I99g tentang
Pembentukan I(abupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah dfurbah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2O0O tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan
I{abupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Ikbupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur fi"embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 81, Tambahan
I*mbaran Negrara Republik Indonesia Nomor 3969);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik trndonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Penrbahas Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antaxa Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Ixmbaran Negara Repubtrik Indonesia Tahun
2AA7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nornor aft7l;

Peraturan Daerah l(abupaten Sarolangun Nomor A4 Tahun
2OO8 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabr.lpaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sarotrangun Nomor OS Tahun 2OL2 terrtang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sarolangun Nonror O4 Tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi
Tata Kerja Lembaga Telmis Daerah l(abupaten Sarolangun
(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2Ql2 Nomor
os);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2AL4
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun Anggaran 2015 {Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2OL4 Nomor 8);

?. Peraturan Guberrnrr Jambi Nomor 4 Tahtrn 2015 tentang
Pedoman Urnurn dan Alokasi Dana Transfer Program Satu
Milyar Safir Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun
Anggaran 2075;

8. Peraturan Gubernur Jambi Nornor 29 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer
Prograrn Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi
Jambi Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEtrUNJUK TEKNIS
PEI,AKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN.

BAB T

KETENTUAN UhfiUhd

4,

5.
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Dderah adalah Kabupaten $arolangun.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
perqrelenggara Pemerintah Daerah.
Bupati adalah Bupati Sarolangun.
Kecarnatan adalatr daerah yang mendapatkan Program Samisake Tahun
Anggaran 2015 dalam hal irri adalah Kecamatsn $arolangun, Keoamatan Bathin
VIII, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Singkut, Kecamatan Batang Asai,
Kecamatan Limun, Kecarnatan Cermin Nan Oedang, Kecamatan Air Hitam,
Kecamatan Pauh dan Kecamatan Mandiangin.

6. SKPD adalah Instansi teknis yang memfasilitasi $ecara teknis pelaksanaan
Program Sarnisake.

7. Program SAMISAKE adalah Program Satu Milyar Satu Kecarnatan yang
merupakan bentuk instruraent kebiiakan Provinsi Jambi yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Camat.
Bedah Rumah adalah bantuan untuk memperbaiki
masyarakat sangat miskin di Ifubupaten Sarolangun"
Beasie\nra adalah barrhran p,embiayaan pendidikan baik
dasar rnaupun tinggi kepada masyarakat sangat
Sarolangun.
Bantuan Modal adalah bantuan modal kerja yang diberikan kepada KK miskin di
Kabupaten Sar<rlangun untuk meningkatkan usaha atau produksi.
Bantuan Alat Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan Alsintan
adalah bantuan untuk kelompok masyarakat berupa alat mesin pertanian bagi
masyarakat sangat rniskin di Kabupaten Sarolangun"
Pelatihan tenaga kerja adalah pelatihan keterarnpilan hragi angkatan kerja usia
produlrtif dari keluarga KK miskin di Kabupaten Sarolangun.
Bantuan kendaraan roda 3 (tiga) adatrah bantuan yang kendaraan pengangkut
earnpah yasg diberikan kepada Keltrrahan/Desa yarrg ada di Kabupaten
Sarolangun untuk rneqiaga kebersihan dan keindahan.

14. Masyarakat sangat nriskin adalah penduduk yang tidak rnempunyai
kemampuan dalam memenllhi kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak,
baik kebutuhan dasar rnakanan meupun kebutuhan dasar bukan makanan.

15. Sarjana Penggerak Pernbangunan Pedesaaan Pendampingan Program Samisake
yang selar{utnya disingkat SP3 Pendampingan adalah sarjana yang ditugaskan
Gubernur untuk mendampingi, memf;asilitasi, dan ikut melaporkan pelaksanaan
program $AMISAKE mulai dari perencanaan sarnpai pelaporan.

Pasal 2

Sasaran penerima program SAMISAKE adalah :

a. Kepala Keluarga {ffi sangat miskin dan/atau tidak rnampu beserta anggota
keluargan}ra sesuai dengan data base hasil verifi"kasi Bappeda Pr',ovinsi Jambi
Tahun ZOIL;

b" Agahila- terdapat Kepala Keh-rarga $angat miskin/tidak m.anrpu yang layak
untuk dibantu tetapi tidak termasuk dalam data base sebagaimana dirnaksud
pada huruf a, dapat diusulkan kembali berdasarkan PPLS 2011 unhrk kategori
penduduk sangat miskin dan/atau sesuai dengan usulan Kepala Desa/Lurah
diketahui Camat dengan melarnpirkan data sebagai berikut:

Foto rumah;
Foto coffi Kartu Keluarga;
$tatus kepemitikan tanah;
ilata pelalr&n&m kesehatan;

8.

s.

10.

uAr

11.

kualitas rumah tinggal

pada jenjans pendidikan
miskin di Kahupfr.ten

a"
h.
C.

d.
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Program SAMISAKE Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan pada 10 (sepuluh)
Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun, meliputi :

a. Kecarnatan Batang Asai
b. Kecamatan Mandiangin
c. Kecamatan Limun
d. Kecamatan Cermin Nan Gedang
e. Kecamatan Air Hitam
f. Kecamatan Singkut
g. Kecamatan Pelanran
h. Kecamatan Sarolangun
i. Kecamatan Bathin VIII
j. Kecamatan Pauh

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan pe&rnjuk teknis pelaksanaan Program Satu Milyar $atu
Kecamatan TSAMISAKE) adalah :

a. Dijadikan pedoman bagl Camat dalarn rangka pelaksanaan Program
SAMISAKE.

b. Dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan
dan mengawasi pelaksanaan Program SAMISAKE.

BAB IV
PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 5

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan {SAMISAKE)
Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran ini menrpakan baglan tidak
terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 6

Petunjuk sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 5, merupakan acuan/landasan
petaksanaan Pr<rgram Satr* t{ilyar $atu Kecamertan Tahun Araggaran 2015 bagi para
Camat dan Dinas/Instansi pelaksana Program SAMISAKE dengan tujuan agar
dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efelctif, efisien, transparan dan
akuntabel.

BAB V
SUMBER PENDANAAN

Pasal 7
Pendanaan Pnogram SAMISAKE dibebankan pada APBD Kabupaten Sarolangun
yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi.



a. Bedah Rumah;
b. Beasiswa;
c. Pengadaan Alat Mesin Pertanian;
d. Bantuan Modal;
e. Bantuan Kendaraan Roda 3 (tiga);
f. Jamkesrnasda Provinsi;
g. Pelatihan Tenaga Kerja.

(2t Alokasi dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dialokasilcan unttrk kegiatan dengan besaran :

a. Bedah Rumah maksimal sebesar Rp, 1O.OOO,O0O,OO (sepuluh juta rupiah)
per unit rumah yang dibedah untuk membiayai pemklian bahan/material
bangunan, upah tenaga kerja dan pa$ak;

b. Beasiswa masing-masing untuk siswa SD atau sederqfat maksimal sebesar
Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) persiswa, siswa SMP
atau sederqiat maksimal sebesar Rp. 1.OOO.OOO,O0 (satu juta rupiah)
persisvra, *is*rra $MA atar* sedera$at rnaksirnal sebeear
Rp. 1.5OO.OOO,OO (satu juta tima ratus ribu rupiatr) dan untuk mahasi$nra
maksimal Rp. 3.OO0.OOO,OO (tiga juta rupiahl;

c. Bantuan Modal bagi KK miskin maksimal sebesar Rp. 5.OOO.OOO,OO (lima
juta rupiah) dengan jenis bantr.ran dapat berupa uang dan/atau sarana/
peralatan usaha ser[a pelatihan usaha;

d. Ba"ntuan alat mesin pertanian (Alsintan) dengan nilai maksimal
Rp. 28"OOO.OOO,OO (dua puluh delapan juta) perunit bagi kelompok
masyarakat;

e. Bantuan kendaraan roda tiga maksimal Rp.30.OOO.0O0,O0 (tiga puluh juta
rupiah) per unit;

f.

s"

Jamkeemasda Pronrinsi bagi KK miskira diserahkan pengelolaannya
Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun yang akan bekerjasama
Badan Penyelenggara Jarninan Sosial (BPJSI Kesehatan;
Pelatihan tenaga kerja bagi KK miskin maksimal Rp. 4O.OOO.OOO,OO
puluh juta rupiah) per Kecamatan dan dianggarkan pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun.

kepada
dengan

{empat
$osial

Pasal 9

Khusus untuk kegiatan pemberian beasiswa dan banhran modal sebagairnana
pada hsal I ayat (2) hut:nf b dan huruf c yang berbentuk uang dianggarkan di
SKPKD dan pelaksanaanya tetap pada SKPD Kecamatan.

Pasal 1O

(1) SKPD Kabupaten yang ditunjuk rnenangani pelatihan tenaga kerja rnen5ru$ln
perencanaan, pelaksanaan monitoring dan erraluasi kegiatan SAMISAKE
adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun.

(21 SKPD Kabupaten yang difix\iuk menangani pelatihan tenaga kerja dalr
Kecamatan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan
SAMISAKE di wilayahnya masing-masing.

{3) SKPD Ikbupaten yang ditunjuk menangaxri pelatihan dapat memakai tenaga
pengajar/instruktur dari masing-masing Kecarnatan jika tersedia sesuai
dengan jenis keterampilan dan mempunyai usaha dibidangnya.

f4l Auah[Ia di Kecarnatan vans bersanslfftan tidak tersedia tenasa
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BAB VI

SARJANA PENDAMPINGAN

Fasal 11

SP3 Pendarnpingan berasal dari sarjana yang direkomendasikan oleh Camat
diwilayah kecamatannya dan mffupakan hasi{ seleksi yang dilaksanakan oleh
Dinas Pemuda dan Olahraga dan diangkat dan ditetapkan dengan Kepuhrsan
Gubernur.

Masa tugas SPS Pendampingan sela.ma I (sattt) tahun terhitung mulai tanggal
I Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 12

SPS Pendampingan mernpunyai tugas;
a. Membantu Pernerintah l(abupaten dan Camat dalam meningkatkan

partisipasi masyaralcat Desa/Kelurahan dalam pengelolaan dan
pelaksanaan Program SAMISAKE.

b. Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat dalam merx;rusun
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Prograrn $arn:isake agar
program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

c. Menyusun dan menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan Program
SAMISAKE sesuai dengan udlayah ttrgas masing-masing kepada Kepala
Bappeda Kabupaten $arotangun melahri Kelornpok Kerja $P3 Pendarrrpingan
{Disbudparpora Kabupaten $arolangun}.

Datam melaksanalmn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SP3
Pendampingan mernpunyai fungsi sebagai nnotivator, fasilitator, edukator dan
verilikator.

{s}

Pasal L3

(1) SP3 Pendampingan rnernpur4rai kewqiiban:
a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Membantu Camat memverilikasi calon penerima bantuan Samisake

diwilaryah fi*gaerrya, m.asing-masing.
c. Menghadiri kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pernuda dan

Olahraga secara reguler.
d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten

dan Camat diwilayah tugasnya masing-masing.
e. Melakukan pendampingan terhadap selumh penerima kegiatan Program

Samisake.
Menjalin kerjasanra dengan trernbaga pemerintah danlatau non pernerintah
datarn rangka malaksanakan pendampingan Program Samisake.
Menyampaikan laporan setiap bulan terhadap pelaksanaan Program
Sarnisake di wilayah kerjanya"
Mendapat izin Camat apabila rneninggalkan wilayah kerjanya pada hari
kerja.

i" Me*rherikan pnrtirnban gfr"n I pendapat / saran / masukan terhadap
pelaksanaan Program Samisake bag penerima dan/atau penanggung
jawab Program Samisake di Kecarnatan di wilayah tugasnya masing-masing.

J. Melaksanakan seluruh tugas yang diberikan oleh penanggung jawab
Program Samisake baik di Kabupaten danlatau di Kecamatan separtjang
--*a-l- ^f^l-]:*-:*^^ *^l^l--^ l^** * L.o-l-^--rrl+^oi l-o*aJ^ t.ti-^a

{u

f.

ff
A,'

h.
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BAB VII

I,APORAN

Pasal L4
L,apnran penyerapan dan penggunaan dana Program SAMISAKE disusun oleh
Camat, dan SKPD yang menangari Ketenagakerjaan Kabupaten serta
disampaikan kepada Bupati Sarolangun Cq. Kepala Bappeda Kabupaten
Sarolangun selaku Ketua Tirrr Koordinasi Program SAMI$AKE Kabupaten
Sarolangun Tahun 2075 dan diternbuskan kepada Kepala DPPKAD l(abupaten
$arolangun paling lambat tanggal 10 setiap beraktrirnya triwulan untuk
selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jarnbi Cq. Kepala Bappeda Provinsi
Jambi.

Laporan sebagairnana dimaksud dalaue ayat tl) disusun dengan format
sebagaimana tercar:tum dalarn lampiran VI dan lampiran WI 3rang merupakan
brgtan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan melampirkan
foto dokumentasi.

{3}

BAB VIII

MONITOzuNG DAN EVALUASI

Pasal 15
Dalam upaya pencapaian pelaksanaan Pnrgram SAMISAKE sebagairnana yang
diharapkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap
plaksanaannya.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk mengstahui
perkernbangan pelaksan€H.n Program SAMISAKE.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Provinsi, Tim Ifubupaten dan
Tim Kecamatarr atau dilaksanakarr seeara bersama-sama autara Tim Frovinsi,
Tim Itabupaten dan Tinn Kecarnatan yang dilaksanakan aecara berkala setiap
triwulan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Hasil dari Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan
pelaksanaan program SAMI$AKE ke depan dan untuk dikoordinasikan dengan
pihak-pihak terkait pada setiap level pemerintahan untuk mencari solusi
pemecahan permasalahan.

Pasa1 16

Untuk menunjang pencapaian sasaran dan tujuan serta keberhasilan dari
program $AMISAKE pertru dibentrrk Tim Koordinasi Kahnrpaterr.

{4}

{21 Tirn Koordhasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1} terdiri dari :

a. Tim Koordinasi ltabupaten ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

b. Ti{n Pelaksana Kecamatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.

{3} Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a adal,ah

1. Melalcukan koordinasi dan trrerenca$aan dari pelaksanaan Program
Samisake di Kabupaten Sarolangun Tahun 2015.

2. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sarnisake di Kabupaten
Sarolangun Tahun 2O15.

3" Merekapitulasi usul&n penerima Prograrm

(u

{2}

u)
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. Pasal 17

(U Program SAMISAKE Tahun 2015 yang dilaksanakan di Kabupaten Sarolangun
diharapkan sudah dapat dimanfaatkan masyarakat pada akhir Tahun
Anggaran 2015.

Q\ Prograrn kegiatan SAMISAKE Provinsi Jam.bi Tahun 2015 pelaksanaannya
harus selesai palins larnbat pada tanggal 31. Desember 20tr5.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun
2Ol4 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan
(Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2OL4 Nomor 18) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang.merigetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarotrangun
pada tangxal 26 AgYSfus 2O1 5

q BUP^2,sARoLANGuN,tfu
CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal ?b @usfuS 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

-A
I At\-i-

ftrennord, *or^r,

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 3T

$ff*;*n-
llwb?^Y,la

Wq1oswt6



LAh{PIRAN I PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
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lronaon 3f TAHUN 2ors
TANGGAL 2G AavSruS 2O1s
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU
KECAMATAN

PROGRAM BEDAH RUMAH

A. TUJUAN DAN SASARAN

1. Program Bedah Rumah bertujuan untuk :

a. Mernbantu masyarakat rniskin rnewujudkan Rurnah yang layak huni di

Kabupaten Sarolangun.

b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Sasaran Program Bedah Rumah adalah :

a. Sasarau bedah rumah adalah rumah dari keXuarga sangat rniskin

berdasarkan data base yang tercantum dalam dokumen hasil verilikasi

Bappeda Provinsi Jambi Tahun ?OLL. Untuk itu Camat harus

mengusulkan calon penerima bedah rumah kepada Bupati dan

ditembuskan kepada Bappeda Kabupaten Sarolangun berdasarkan data

verifikasi tersebut dengan mencantumkan nama dan alamat calon

penerirna bedah rumah, untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan

Surat Keputusan Bupati Sarolangun.

b. Apabila semua KK miskin hasil verilikasi Bappeda Provinsi Jambi telah

terakomodir seluruhnya, calon sasaran lainnya di luar data base hasil

verifikasi Bappeda Provinsi Jambi tahun 20fi dapat mengacu kepada

data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 20ll
danlatau usulan dari Kepala Desa/Lurah yang tidak tennasuk dalam

data base dan data PPLS tahun 2O1l bagi masyarakat miskin untuk
mendapatkan program SAMISAKE.

TIM PEI,AKSANA KECAMATAN

Tirn Pelaksana Kecamatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Carnat, yang

mempunyai tugas :

1. &Ielakukan perencanaan, pengusulan nama penerima bantuan Bedah

Rumah kepada Bupati, pencairan dana, pelaksanaan lisik pekerjaan dan

pertanggungiawaban pengetrolaan keuaregan dan lisik pekerjaan.

2. Bersama SP3 Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bedah Rumah dan

B.
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C. PELAKSANAAN

1. Kegiatan bedah rurnah dilaksanakan secara swakelotra dengan

memanfaatkan secara maksimal Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya

Alam yang tersedia di Desa/Kecamatan tersebut.

2. Sewakru pembongkaran bagian-bagian bangunan rumah yang rusak atau

yang agak rusak seperti bagian ohp, bagan dinding, bagian lantai, bagran

pintu / jendela dan bagian - bagian lainya diusahakan material bangunan

yang kondisi masih agak baik tidak rusak dapat diseleksi kembali untuk
dapat kiranya dimanfaatkan kembali agar biaya kegiatan Bedah dapat lebih

efisien.

3. Prinsip pelaksanaan kegiatan Program Bedah Rumah SAMISAKE adalah :

a., Kesetialcawanan; Dilandaoi oleh kepedulian sosial untuk membantu

orang,

b. Kesdilan; Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan

seimbang antara hak dan kewqiiban.

c. Kemanfontan" Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau

fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.

d. Keterpaduarq Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehinga
dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

e. Kemitraary Da.larn upaya meningkatlen kesejahteraan masyarakat pada

umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak-

Keterfutkaan; Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak

rnendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan

bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan Bedah rumah.

Alwrrtabilitas; Berbagai sumber daya digunakan dengan penuh

tanggung jawab dan dapat dipertanggungiawabkan socara teknis

maupun administratif.

Partisipasg Pelaksanaan kegiatan bedah rumah dilaksanakan dengan

melibatkan unsur masyarakat terrnasuk dunia usaha dengan

mendayagunakan herbagai sumber daya yang aimititrinya.

Profesiana4 Dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik

dan pendekatan/konsep yang dapat dipertanggungiawabkan secara

ilmiah.

Keberlw$utaa Dilaksanakan secera berkesinambungan untuk
mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

f.

trt''

h.
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B.
@

KETENTUAN PELAKSANAAN

a. Pengalokasian dan pengadaannya mengacu kepada Peraturan Presiden

{Perpres} Nomor 7O Tahun 2OL2 sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan perubahan keempat Nomor 4 Tahun 2Ol5 tentang

Pengadaan BaranglJasa Pemerintah.

b. Penempatan bantuan Alsintan diutamakan pada :

- I"okasi merupakan 10 Kecamatan program SAMISAKE sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun

2015.

- Untuk penempatan bantuan Alsintan diutamakan kepada kelompok

masyarakat yang ada di lokasi SAMISAKE minimal kelompok tani kelas

Pernula atau kelornpok UPJA yang baru dibentuk sehingga bantuan

Alsintan yang diberikan dapat dikelola dengan baik.

- Penempatan bantuan Alsintan agar disesuaikan dengan kondisi dan

prioritas daerah untuk rnendukung program SAMISAKE sehingga

Alsintan yang diberikan betul-betul dapat bermanfaat dan berguna setiap

c. Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun melakukan pengawasan terhadap
pembelian Alsintan tersebut agar tidak terjadi penyimpangan dari spesifikasi
yang sudah ditetapkan dan tidak merugikan kelompok masyarakat
pengguna Alsintan.

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
1. Pembinaan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi SAMISAKE TingJcat

Provinsi dan Tingkat Kabupaten.

2. Beberapa hal yang perlu dirnonitoring dan dievah"easi adalah :

a. Kondisi fisik Alsintan.

b. Kegiatan operasional Alsintan yang digunakan oleh kelompok tani/
UPJA.

c. Kondisi kelembagaan kelornpok tanli / UPJA.

d. Sistem /pota kedasama yang dilakukan oleh kelompok tr.rrri / UPJA.

e. Kesesuaian Alsintaii dengan kondisi lingkungan.

3. Camat membuat laporan terhadap realisasi pelaksanaan bantuan Alsintan

dan menyampaikannya kepada Bupati Sarolangun Cq. Kepala Bappeda

Kabupaten Sarolangun.

C.
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BUPATI

I,AMPIRAN III PERATURAN BUPATI $AROI,ANGUN

NOMOR 37 TAHUN 2015
TANGGAL % A6U'TV' 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU
KECAMATAN

BAN?UAN MODAL

A. TUJUAI{ DAN SASARAN

1. Tujuan :

a. Mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sangat

miskin da.larn peningfuatan ekonomi dan kesejahteraan"

b. Mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan

kemiskinan.

2. $asaran :

a. Sasaran banfiran rnodal adalah keluarga sangat rniskin berdasarkan

data base yang tercantum dalam dokumen hasil verifikasi Bappeda

Provinsi Jarnbi Tahun 2011. Untuk itu Camat harus mengu$utkan

kepada Bupati dan ditembuskan kepada Bappeda Kabupaten

Sarolangun calon penerirrra bantuan modal berdasarkan data veritrikasi

tersebut dengan mencantumkan narna, alamat calon penerima dan

jenis usaha, r.mtuk selanjutnya al{an ditetapkan dengan Surat

Keputusan Bupati Sarolangun.

b. Apabila semua lil( miskin hasil verffikasi Bappeda Provinsi Jarnbi telah

terak<rmodir seluruhnya, calon sasarafl lainnya di luar data base hasil

verilikasi Bappeda Provinsi Jambi tahun 2OLL dapat mengaflr kepada

data Pendataan Program Perlindungan $osial (PPLS) Tahun 2011

darrlatau sesuai dengan usutran Kepala Desallurah.

B. BEI{TUK DAN AI,OKASI DANA

1. Bantuan modal Prograrn SAMISAKE berupa bantuan modal kerja yang

berupa uang dan/atau peralatan yang bersurnber dari dana transfer APBD

Provinsi Jambi.

2. Jumlah bantuan modal maksimal sebesar Rp. 5.OOO.OOO,OO (lima juta

rupiah) per KK dengan jenis bantuan berupa uang dan/atau $arana

peralatan usal:a.

FtK P
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2. Bantuan uang danlatau peralatan yang diberikan kepada KK miskin

digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi KK miskin"

KRITERIA CALON PENERIMA BANTUAN MODAL

Calon Penerirna Bantuan Modal pada saat mengajukan permohonan wajib

mempunyai kriteria sebagai berikut:

a. Memiliki potensi kegiatan usaha produktif.

b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Keluarga (KK)/ Surat

Keterangan Domisili dari Kepala Desa/ Lurah/ Camat.

c. Memiliki surat keterangan usaha dari Kepala Desallurah setempat.

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN CALON PENERIMA BANTUAN

MODAL DAN PROSES PENCAJRAN DANA BANTUAN MODAL

Pengajuan permohonan dan seleksi terhadap KK miskin Catron Penerima

Bantuan Modal dilakukan dengan eara sebagai berikut :

1. KK miskin calon penerima bantuan rnodal meng4iukan permohonan

kepada Camat setempat dengan melampirkan persyarata.n :

a. Formulir tentang perrnohonan bantuan kebutuhan dana dan/atau

peralatan yang diketahui oleh Kepala DesallurahlCamat.
b. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk)/Kartu Keluarga/Surat

Keterangan Domisili.

c. Surat Keterangan Kegiatan Usaha dari LurahlKepala Desa/Camat

setempat.

2. KK rniskin calon penerima bantuan modal mengajukan permohonan usulan

kebutuhan bantuan dana maksimal Rp. 5.OOO.OOO,- (lima juta rupiah)

dapat berupa uang danlatau sarara peralatan usaha.

3. Atas permohonan bantuan modal dari KK rniskin tersebut, selanjutnya

Camat melakukan seleksi dan verifikasi terhadap permohonan bantuan

serta menetapkan KK miskin yang dinilai layak sebagai calon penerima

bantuan rnodal.

4. Selanjutnya Camat menyampaikan hasil penetapan calon penerima

bantuan modal kepada Bupati Sarolangun Cq. Bappeda Kabupaten

Sarolangun dan ditembuskan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan

dan Koperasi Kabupaten Sarolangun dengan melampirkan persyaratan

sebagairnar:.a pada angka I di atas.

E"
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6. Proses pencairan Bantuan Modal dapat disalurkan melalui rekening

penerirna bantuan modal yang bersangkutan pada Bank 9 Jambi dan/atau

Bank lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Sarolangun, daorr/atau rnelalui Tim Kecamatan langsung kepada penerima

bantuan modal tanpa ada pemotongan biaya administrasi ataupun lainnya.

7. Penerima Bantuan Modal harus melampirkan surat keterangan

miskin/tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat

pada saat pencairan dana tersebut.

F. PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pelaksanaan pengendalian, monitodrg, evaluasi dan pelaporan program

dilaksanakan secara periodik sebagai berikut :

1. Dinas Perindagkop Kabupaten Sarolangun melakukan pendampingan d.an

fasilitasi secara teknis terhadap SKPD Kecamatan sebagai pelaksana

program dalarn pemberian modal kepada masyarakat miskin.

2. Camat setempat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

pemanfaatan bantuan modatr serta rnenyampaikan Iaporan realisasi dan

progres pelaksanaannya setiap triwulan serta laporan akhir tahun kepada

Bupati Sarolangun Cq. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun dengan

tembusan ke Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Sarolangun.

i1siFffiralllIt .IE..r,{.
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NOMOR 37 TAHUN 2015
TANGcAL 12€ AGusfvs 2o1s
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU
KECAMATAN i.

PROGRAM BEASISWA

L. Sasaran penerirna beasiswa pada program sarnisake Kabupaten Sarolangun

Tahun 2015 adatah siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA atau Mahasiswa

di Perguruan Tinggr baik negeri maupun swasta yang berasal dari keluarga
sangat miskin sesuai dengan data base hasil verilikasi Bappeda Provinsi

Jambi Tahun 20ll atau keluarga sangat miskin lainnya apabila mereka yang

berasal dari keluarga sangat miskin sesuai dengan data base hasil verifikasi

Bappeda Provinsi Jambi Tahun 20ll yang berada di kecamatan tersebut
telah terakomodir semua.

2. Penerima beasisvra diluar keluarga sangat rniskin sesuai dengrrn data base

hasil verilikasi Bappeda Provinsi Jambi, diusulkan kepada Bupati Sarolangun

oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh camat baik mereka yang

bersekolah rnaupun kuliah dalam kecamatan tersebut rnaupun diluar
Kecamatan dalam wilayah Repubtrik trndonesia.

3. Tim Kecamatan merangkum nama-natna tersebut kemudian diusulkan
kepada Bupati Sarolangun Cq. Bappeda Kabupaten Sarolangun untuk
selanjutnya diproses dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati
Sarolangun.

4. Adapun besarnya beasiswa yang diberikan selama I tahun adalah sebagai

berikut:
a. SDIMI maksimal sebesar Rp. 750.000,-

b. SMP/MTs maksimal sebesar Rp. 1.OOO.OOO,-

c. SMA/SMK/MA maksimal sebesar Rp. 1.500.000,-

d. Pergurrran Tinggr maksimal sebesar Rp. 3.O00.000,-, dengan melampirkan

bukti dari Perguruan Tinegi bahwa yang bersangkutan masih aktif kuliah.

5. Beasiswa tersebut dapat disalurkan melalui rekening siswalmahasisrra yang

bersangkutan pada Bank 9 Jambi dan/atau Bank lainnya yang ditunjuk oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, dan/atau melalui Tim Kecamatan

langsung kepada siswa/nnahasiswa yang bersangkutan tanpa ada

pemotongan biaya adrninistrasi ataupun lainnya dan dipergunakan untuk
memenuhi kebutuhan sekolah dan kuliah.

6. Siswa/Mahasiswa penerima beasiswa harus melampirkan surat keterangan

nnncret rniskin etetn tidak ?Tlat?lr1tt dari Kenala T)ena lI -rrroh rtand r:lil:-+a1^"i ^1^1^
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LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 3F TAHUN 2015
TANGcAL?*aGvsfus 2o1s
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU
KECAMATAN

PROGRAM BANTUAN KENDARAAN RODA 3 {TIGA}

1. T{uan bantuan kendaraan roda 3 (tiga) adalah untuk memperlancar

Pengangkutan sampah di KelurahanlDesa sehingga dapat meminimalisir

timbunan sampah yang setiap harinya rneningkat. Sehingga kebersihan dan

keindahan KelurahanlDesa akan bisa di wujudkan.

Sasaran penerima kendaraan roda 3 (tiga) adalah kelompok naasyarakat yang

ada dalam Kecamatan di Kabupaten Sarolangun penerima program SAMISAKE.

Pengadaan kendaraan roda 3 (tiga) mengacu kepada Peraturan Presiden

(Perpres) Nomor 7A Tahun ?ALZ sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan perubahan keempat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah.

Pelaksanaan bantuan kendaraan roda 3 (tiga) :

a. Tim Pelaksana Kecamatan melakukan suryey harga dan merrbuat spesifikasi

teknis kendaraan roda 3 (tiga).

b. Kelompok rnasyarakat penerima bantuan kendaraan roda 3 (tiga) bertanggung

jawab atas operasional dan pemeliharaan kendaraan roda 3 (tiga) tersebut.

13.
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TEI{TANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM SAMISAKE TAHUN 2015 KECAMATAN
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PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 37 TAHUN 2015
TANcGAL 2C lt6ugfus 2o1s
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KBCAMATAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN TENAGA KERJA PROGRAM SAMISAKE TAHUN 2015
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